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ABSTRAK 

Zulfachri,(2023) : Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum 

 

Kegiatan peminta sumbangan dijalan raya tanpa izin merupakan salah satu 

masalah ketertiban yang seharusnya ditindak sesuai yang diatur didalam Pasal 17 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum, namun faktanya masih banyak oknum masyarakat yang 

melakukan kegiatan tersebut disepanjang jalan di Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar, tentu ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada.  

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja 

dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan peminta sumbangan tanpa izin di 

jalan raya oleh oknum masyarakat, dan faktor penghambat pengawasan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan tersebut. Serta manfaat penelitian 

ini memberikan informasi bagi masyarakat luas wawasan pengetahuan dalam 

bidang hukum. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 

penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purpose sampling dengan analisis data kualitatif kemudian 

penarikan kesimpulan induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Dalam pelaksanaan pengawasan 

terhadap oknum masyarakat peminta sumbangan di jalan raya, anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja menerangkan tujuan kedatangan, menyampaikan kepada 

yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, menegur dengan tegas, 

melakukan tindakan penertiban jika mengulangi pelangaran tersebut. Pengawasan 

yang dilakukan oleh Satuan Polisis Pamong Praja dalam menertibkan kegiatan 

tersebut masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan, di antaranya 

kurangnya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan, kekurangan 

personil, mengingat luasnya wilayah Kecamatan Tapung, anggaran yang terbatas 

serta tidak adanya laporan dari masyarakat yang semua faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengoptimalan 

kegiatan pengawasan terhadap oknum masyarakat peminta sumbangan dijalan 

raya tanpa izin.   

 

Kata Kunci : Pengawasan, Peminta Sumbangan  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah Negara hukum pernyataan ini termaktub pada Pasal 1 ayat 

(3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  “Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum”
1
. Berdasarkan Pasal tersebut segala bentuk kegiatan dan 

tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka 

melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara 

dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan serasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kembangkan atas dasar keutuhan 

Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, 

dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan 

pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi
2
.  

Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan 

tersebut kemudian melahirkan subornatif  antara pusat dan daerah. Alur logika 

tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga 

di daerah yeng berstatus khsus/istimewa
3
.  

Otonomi (autoNomormy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri 

dan Nomormous berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social 

Science,  otonomi dalam pengertian orisinal adalah The legal self of sufficiency of 

                                                 
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3) 
2 Kansil, Christine, Kansil, “Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Adminitrasi Daerah”, 

(Jakarta : Sinar Grafika 2002), h.8. 
3 Ridwan Juniarso, Sudrajad Sodik Achmad, “Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, (Bandung : Nuansa, 2009) h.109. 
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cicial body and in actual independence. Dalam kaitannya dengan politik dan 

pemerintahan, otonomi daerah bersifat self government atau the condition of living 

under one’s own law. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self 

suffiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own law, oleh 

karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi dari pada kondisi
4
.  

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi 

adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu 

organisasi negara
5
. Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin 

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk juga 

memelihara Negara kesatuan otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
6
.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”, oleh karena itu di 

daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Mekanisme 

dan berikutnya pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada daerah untuk mengatur 

dan melaksanakannya sesuai dengan kondisi masing-masing. 

                                                 
4Ibid  
5Oentaro Sindung Mawardi, et.all., “Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan”, 

(Jakarta: Samitra Media Utama, 2004), h.1 
6Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, pusat studi hukum (PSH) hukum 

UII, Yogyakarta, 2001, h.3. 



 

 

3 

Adapun yang dimaksudkan sesuai dengan kondisi masing-masing ini secara 

antropologis adalah mengakomodasikan kenyataan bahwa rakyat Indonesia 

bersifat multicultural
7
. Akomodasi adminitrasi pemerintahan daerah terhadap 

kondisi multicultural ini ibarat aliran air. Ke hilirnya, berbagai instrument lain 

diakomodasikan misalnya tentang Hak Asasi Manusia keberagaman daerah, hak-

hak masyarakat lokal dan sebagainya. maka sistem pemerintahan di Indonesia 

mengenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Untuk mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok 

wilayah Negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan 

urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan daerah.  

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan 

masyarakat adalah makna dari desentralisasi. Urusan pemerintahan 

diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
8
. 

Artinya ada perangkat pusat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan 

kemandirian dalam mengurus rumah tangga daerah. Menurut Soeroso peraturan 

dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat
9
. Hal tersebut 

dimaksudkan agar memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum 

menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada 2 (dua) macam produk hukum yang 

                                                 
7Wahidin Samsul, Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa 

Kemasa,(Pustaka Pelajar 2013), hlm.25. 
8Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14. 
9Roy Marthen Moonthi, Ilmu Perundang-undangan (Makasar: Keretakupa, 2017), h.11. 
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utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu : Peraturan Daerah 

(PERDA), keputusan kepala daerah.  

Kewenangan membuat pearturan daerah merupakan wujud nyata dari 

pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah 

merupakan salah satu prasaran dalam penyelenggaran otonomi daerah. Peraturan 

daerah ditetapkan oleh kepala daerah oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Berhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan 

bagian dari pemerintahan daerah, maka peratuan darerah hanya ditanda tanggani 

oleh kepala daerah dan tidak ditanda tanggani oleh pimpinan DPRD. Peratuan 

daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi 

dalam juga dalam rangka penjabaram lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi
10

.  

Peraturan daerah dapat membuat ketentuan tentang pembebanan “biaya 

paksaan pengawasan hukum” atau “biaya paksaan pemeliharaan hukum”, 

seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa 

paksaaan pengawasanhukum atau paksaan pemeliharaan hukum itu pada 

umumnya berwujud mengambil atau memindahkan, mencegah, melakukan atau 

memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan 

atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum. Pelaksaaan itu harus didahului 

                                                 
10Abdullah Rozali, “Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu 

Alternative” (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h.41. 
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oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar
11

. Apabila 

pelanggar tidak mengindahkannya, dapat diambil suatu tindakan.pejabat yang 

menjalankan tindakan paksaan pengawasanhukum terhadap pelenggar harus 

dengan tegas di serahi tugas tersebut
12

. Dalam menjalankan roda pemerintahan, 

setiap negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus 

bijaksana dan berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, termasuk dalam 

hal peraturan pengumpulan sumbangan.  

Peminta sumbangan, secara bahasa peminta berasal dari kata dasar minta. 

Peminta memiliki arti dalam kelas Nomormina atau kata benda sehingga peminta 

dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala 

yang dibendakan
13

. Kegiatan peminta sumbangan atau pengumpulan sumbangan 

sudah marak dijumpai di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kampar. Akhir-

akhir ini, masyarakat marak melakukan pengumpulan sumbangan untuk perbaikan 

jalan yang rusak yang dilakukan di jalan raya. Di beberapa jalan yang ada di 

Kampar, tepatnya di Kecamatan Tapung Desa Petapahan terdapat sekelompok 

masyarakat yang melakukan pencarian dana di pos-pos tepi jalan bahkan di jalan 

raya yang ramai. Biasanya mereka sangat antusias meminta sumbangan pada 

setiap kendaraan yang berlalu lalang di sepanjang jalan. Aksi mereka dengan cara 

menggunakan ember untuk media sumbangan
14

. Dalam pelaksanaan perbaikan 

jalan tentu juga harus sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan sudah jelas di atur dalam Pasal 

                                                 
11Ibid. 
12Ibid, h.43. 
13https://kbbi.lektur.id/peminta 
14Observasi Lapangan Di Kecamatan Tapung Desa Petapahan Jaya Pada Tanggal 12 Juli 

2022 



 

 

6 

97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentanng 

Jalan. “Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk 

memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya”
15

. 

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan sesuai 

aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang 

mengatur hal tersebut adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia 

Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam 

Pasal 7 disebutkan bahwa tata cara permohonan pengumpulan izin diajukan oleh 

organisasi pemohon kepada Bupati/Walikota apabila diselenggarakan dalam 

wilayah kabupaten/kotamadya yang bersangkutan. Untuk surat permohonan izin 

yang ditujukan kepada Bupati harus disertai rekomendasi dari Departemen Sosial 

atau Dinas Sosial Kabupaten setempat. Adapun jangka waktu yang diberikan, 

menurut Pasal 11 disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dapat diberikan 

izin selama tiga bulan. 

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan 

oleh organisasi pemohon kepada : 

1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi :  

a. Seluruh wilayah Indonesia 

b. Lebih dari satu wilayah Provinsi  

c. Satu wilayah Provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di 

Provinsi lain. 

2. Gubernur/Kepala daerah tingkat I, dalam hal pengumpulan 

sumbangan itu meliputi : 

a. Seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan. 

b. Lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya yang 

bersangkutan. 

                                                 
15Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang 

Jalan, Pasal 97 
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3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal 

pengumpulan sumbangan diselanggarakan dalam wilayah 

Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
16

. 

 

Apabila dianggap masih perlu waktu lagi, maka dapat diperpanjang satu kali 

untuk jangka waktu paling lama satu bulan. Kemudian dalam Pasal 14 disebutkan 

bahwa para pemohon atau pencari dana tersebut memiliki kewajiban untuk 

memberi laporan pertanggungjawaban atas usaha dan penggunaan dari 

sumbangan tersebut.  

Selain itu dalam Pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara :  

a. Mengadakan pertunjukan. 

b. Mengadakan bazar. 

c. Penjualan barang secara lelang. 

d. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan. 

e. Penjualan perangko amal 

f. Pengedaran daftar les drama. 

g. Penjualan kupon-kupon sumbangan. 

h. Penempatan kotak-kotak amal di tempat-tempat umum. 

i. Penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran 

yang melebihi harga yang sebenarnya. 

j. Pengeriman blangko poswesal untuk meminta sumbangan. 

k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis 

atau lisan.
17

 

 

Adapun cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dapat ditetapkan 

oleh menteri. Ketentuan yang dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan 

timbulnya cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan 

masyarakat di masa yang akan datang. Dengan adanya fenomena oknum 

masyarakat yang meminta sumbangan dijalan raya ilegal ini melanggar Pasal 17 

                                                 
16Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan Sumbangan, Pasal 7 
17Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan Sumbangan, Pasal 5 
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huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah 

Republik Iindonesi Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan 

Sumbangan, yang mana pada Pasal 17 huruf (d) di jelaskan bahwa setiap orang 

dilarang  “meminta bantuan atau subangan yang dilakukan sendiri dan/atau 

bersama-sama dijalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari 

pejabat yang ditunjuk”
18

. Tentunya masyarakat juga dapat berkentribusi dalam hal 

pemeliharaan jalan dengan wadah yang jelas dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau 

Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang terkait. 

Dengan adanya hal tersebut, perlu ditinjau kembali terkait pengawasan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai yang tercantum pada Pasal 38 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman 

dan Ketertiban umum yang berbunyi “Kewenangan yang di maksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja” terhadap peminta sumbangan 

dijalan raya untuk perbaikan jalan yang dilakukan di jalan raya pada wilayah 

Kabupaten Kampar. Khususnya mengenai bagian tertib sosial pada Pasal 17 huruf 

(d) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Ketertiban dan Ketertiban Umum. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut 

dapat berpotensi membahayakan oknum yang meminta sumbangan dan pengguna 

jalan serta menimbulkan rasa tidak nyaman dalam berkendara. 

                                                 
18Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017, tentang 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 17 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang praktik meminta sumbangan untuk perbaikan jalan  di jalan raya pada 

wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hal ini peneliti lakukan 

dikarenakan makin maraknya kegiatan tersebut. Sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Terhdap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Untuk Perbaikan Jalan 

Di Kecamatan Tapung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentaraman Dan Ketertiban Umum”  

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di 

permasalahkan, Maka Penelitian ini di fokuskan kepada pengawasan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja terhdap peminta sumbangan di jalan raya untuk perbaikan 

jalan di Kecamatan Tapung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja  Terhadap 

Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum Di Kecamatan Tapung ? 

2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja  

Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan 
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Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang 

demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Adapun yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam 

melakukan pengawasan terhadap peminta sumbangan dijalan raya oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

2.  Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Polisi Pamong Praja Kabu 

paten Kampar dalam melakukan pengawasan terhadap peminta 

Sumbangan di jalan raya . 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum 

(s1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya 

yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peminta sumbangan dijalan 

raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya 

dan khususnya tentang  pengawasan terhadap peminta sumbangan 

dijalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

b. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang 

pengawasan terhadap peminta sumbangan Dijalan Raya Oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Garfindo Persada 

2013), h.109. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengawasan 

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai 

suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya 

terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya
20

. Robert J. M Ockler menjelaskan 

bahwa pengawasan dapat diartikan “sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah 

diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. 

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah 

menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu “suatu usaha 

sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan 

perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya”.  

Menurut Sujamto definisi pengawasanmerupakan “segala usaha atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. 

Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian 

                                                 
20 Sirajun, Hukum Pelayanan Publik, (Malang : Setara Press, 2012), h.126 
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dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang 

telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi
21

 

1. Bentuk-bentuk Pengawasan 

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 

penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat 

dilakukan adalah, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. 

Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. mengoptimalkan pekerjaan 

untuk mencapai sasaran rencana.  

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1) Pengawasan Interent dan Exteren 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang 

atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 

bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara 

pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) 

atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada 

setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di 

Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian 

Dalam Negeri. 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini 

di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan 

lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan 

                                                 
21 Budi Setiawan,“Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN 

Bandung” dalam ilmu admintrasi, Volume 7.,  No. 3., (2010), h.157 
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manapun.Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil 

laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah 

sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses 

pengawasan keuangan negara.  

Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK 

untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. 

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek 

pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, 

menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam 

lingkungan tugasnya masing-masing Pengawasan melekat dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan: 

a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian 

tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula. 

b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara 

tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh 

bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan
22

. 

2) Pengawasan Prefentif dan Represif 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, 

pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari 

                                                 
22Nyimas Latifah Aziz dan R. Siti Zuhro, Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus 

Dan Istimewa, (, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2018), h.11 



 

 

15 

adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan 

membebankan dan merugikan negara lebih besar.  

Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem 

pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. 

Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan 

oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan 

dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasa represif 

merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Contoh dari pengawasan ini berupa Peraturan perundang-

undangan yang mana peratutan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan 

baik apabila sudah ada pelaksanaannya
23

. 

3) Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan 

yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda 

dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui 

“penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang 

disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
24

” 

2. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses 

manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk 

mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi 

                                                 
23Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : 

Grasindo, 2005) , h. 313 
24 Mochamad Heru Riza Chakim, Felix Chandra, Dhea Adinda, Pengantar Manajemen 

dan Bisnis, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.74  
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pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. 

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan 

dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan 

dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu 

organisasi/ unit kerja tertentu. 

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari 

penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga 

sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah 

menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. 

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan 

dilakukan secara efektif. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk 

masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), 

membina kearah kesatuan bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan 

administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan 

keadilan (korektif). 

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai 

kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.Untuk itulah, 

fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk 
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melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum 

menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki
25

 

3. Asas-asas Pengawasan  

Pengawasan merupakan salah satu manajemen control (controlling) atau 

pengendalian pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang 

sesunggunhnya apakah tugas pelayanan sudah dilakukan atau tidak. Elemen 

kontrol dalam pengawasan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemerintahan 

yang bersih, mengingat kekuasaan yang cenderung korup dan disalah gunakan. 

Pengawasan menurut Bagir Manan, merupakan suatu bentuk hubungan dari suatu 

entitas yang sama secara internal. Pengawasan yang dilakukan, baik dari segi 

bentuk maupun isi harus berdasarkan peraturan yang berlaku
26

. Dalam 

pelaksaaannya, Pengawasan juga asas-asas pengawasan, yaitu :  

a. Asas tercapainya tujuan (Principle Of Assurance Of Objective), artinya 

pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan 

mengadakan perbaikan untuk menghindari 

penyimpanganpenyimpangan dari rencana. 

b. Asas efisiensi pengawasan (Principle Of Efficiency Of Control), artinya 

pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari 

rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 

c. Asas tanggung jawab pengawasan (Principle Of Control 

Responsibility), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika 

manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. 

d. Asas pengawasan terhadap masa depan (Principle Of Future Control), 

artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan 

penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu 

sekarang maupun pada waktu yang akan datang.  

e. Asas pengawasan langsung (Principle Of Direct Control), artinya 

teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer 

bawahan yang berkualitas baik.  

                                                 
25 Isnawati, Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h.99 
26 Nyimas Latifa Letty Aziz Dan R.Siti Zuhro, op. cit, h. 10 
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f. Asas refleksi rencana (Principle Of Reflection Plans), artinya 

pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan 

karakter dan susunan rencana.  

g. Asas penyesuaian dengan organisasi (Principle Of Organization 

Suitability), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur 

organisasi. 

h. Asas pengawasan individual (Principle Of Individual Of Control), 

artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan 

kebutuhan manajer. 

i. Asas standar (Principle Of Standard), artinya pengawasan yang efektif 

dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan 

sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.  

j. Asas pengawasan terhadap strategis (Principle Of Strategic Point 

Contol), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan 

adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis 

terhadap perusahaan.  

k. Asas kekecualian (Exception Of Principle), artinya efisiensi dalam 

pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap 

faktor kekecualian. 

l. Asas pengawasan fleksibel (Principle Of Flexibility Of Control), artinya 

pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan 

rencana.  

m. Asas peninjauan kembali (Principle Of Riview), artinya sistem 

pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan 

berguna untuk pencapaian tujuan. 

n. Asas tindakan (Principle Of Action), artinya pengawasan dapat di 

lakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi 

penyimpanganpenyimpangan rencana, organisasi, staffing dan 

directing
27

. 

 

4. Dasar Hukum Pengawasan 

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai 

kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut 

suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang 

dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan 

prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar 

                                                 
27 Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati, Pengantar Manajemen Teori Fungsi dan Kasus, 

(Yogyakarta : Absolute Media, 2018), h. 112 
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hukumnya Instruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan
28

. 

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:  

a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di 

tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. 

b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. 

Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan 

pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:  

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek 

pembangunan dilingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan 

pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya 

masing masing. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: 

1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian 

tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula. 

2) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara 

tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh 

bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan. 

3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 

dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan 

hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya; 

Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas 

dari atasan kepada bawahan. 

                                                 
28 Indonesia, Insrtuksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat (1). 
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4) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat 

bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi 

pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik 

mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan. 

5) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana 

menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya. 

 

B. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara Normatif, bukan sosiologi
29

. 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

                                                 
29Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta : Laksbang Pressindo,2010), h.59 
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dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum
30

.  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah 

sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu 

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk
31

. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

                                                 
30Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,( Jakarta :  Kencana, 2008), h.158. 
31Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Hukum (Jakarta : Kencana, 2009), h. 385. 
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bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu
32

.  

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian
33

. 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian 

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum 

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang 

ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan
34

. 

 

 

                                                 
32Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti , 

1999), h.23. 
33 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta :  

Gunung Agung, 2002), h. 82 
34 Ibid, hlm 95 
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C. Tindakan Hukum Pemerintah 

konsep dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik iyalah 

bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya 

baik secara lahiriah maupun batiniah. Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah 

itu  sendiri terambil dari kata “tindak” atau “berbuat” (handeling, act)
35

. Dalam 

kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tindakan atau perbuatan (hendeling, 

action) dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang atau badan (organ) yang membawa pada akibat tertentu. 

Dalam kepustakaan hukum adminitrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek 

hukum, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama seperti subjek hukum 

lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan baik berupa 

perbuatan atau tindakan nyata pemerintahan (feitelijke handeling) maupun berupa 

tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (rechtshandeling). Sebagai 

pendukung hak dan kewajiban (dragger van rechten en plichten), maka setiap 

tindakan dan perbuatan pemerintahan mempunyai konsekuensi atau akibat dari 

tindakan atau perbuatan yang dilakukannya
36

. 

Dari tindakan hukum pemerintah akan lahir akibat-akibat yang memiliki 

relevansi dengan hukum. Akibat hukum yang dimaksud seperti, penciptaan 

hukum baru (het scheppen van een niuwe), perubahan atau pengakhiran hubungan 

hukum baru (het wejzigen op het opheffen van een bestaande rechtsverhouding). 

                                                 
35 Ilmar Aminuddin “Hukum Tata Pemerintahan” (Jakarta : Prenada Media 2014) h.128 
36 Ibid. 
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Dengan kata lain akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan 

yang ada (inder ere en verandering optreedt in de bestaande rechten, 

verplichtingen op bevoegdheid van somemiogen) 

b) Bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seoserang atau 

objek yang ada. 

c) Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu 

yang ditetapkan. 

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan atau perbuatan 

hukum pemerintahan akan melahirkan suatu akibat hukum, apakah akibat hukum 

itu berkenaan dengan penciptaan hubungan hukum baru ataukah perubahan dan 

pengakhiran hubungan hukum baru, seperti : penerbitan dan pencabutan izin, 

pengangkatan dan pemberhentian jabatan (pejabat) dan sebagainya.  

Akibat hukum yang timbul akan memberikan implikasi pada sejauh mana 

tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan yakni, apakah sudah berkesesuaian 

dengan norma-norma dasar yang harus menjadi patokan dalam bertindak ataukah 

tidak sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak abash 

adanya
37

. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar 

lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta menjamin kepastian proses 

pelayanan, perlu mengatur mekanisme penegakan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah sebagai langkah kerja yang harus di tempuh dalam menyelesaikan 

kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada perangkat daerah. Berdasarkan 

pancasila, peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan 

dan bagian dari system hukum nasional. Fungsi perda yaitu sebagai instrument 

                                                 
37 Ibid. h.131 
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kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana 

di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 dan Undang-undang tentang pemerintahan Daerah.  

Melihat fungsi yang sangat penting tersebut, maka penting untuk 

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun 

faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap 

perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-

undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk 

melakukan langkah-langkah penegakan hukum. 

Dalam kontek penegakan perda dan/perkada, Satuan Polisi Pamong Praja 

memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat 

dan aparatur pemerintahan daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “satuan polisi 

pamong praja di bentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan 

ketertiban umumdan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan 

masyarakat”
38

. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 

2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja di ketahui secara jelas kewenangan 

Satpol PP antara lain : 

1. Melakukan tindakan penertiban Nomorn yustisial terhadap waega 

masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

perda dan perkada. 

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

                                                 
38Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Pasal 255 Ayat (1). 
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3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur 

dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan 

perkada. 

4. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan 

perkada
39

. 

 

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut, jelas bahwa satuan polisi 

pamong praja dapat di umpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan 

suatu perda dan atau perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki 

oleg Satpol PP tentu membuat institusi tersebutuntuk berperan aktif  

ketelibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan 

perkada. Berdasrkan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong 

Praja yaitu melakukan penertiban Nomorn-yustisial, menindak bagi yang 

mengganngu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan 

penyelidikan kasus pelanggaran perda atau perkada dan tindakan administrative
40

. 

 

D. Instrument Hukum Pemerintah 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana pun itu dilakukan 

atau diterapkan apalagi di Indonesia, maka keberadaan dari instrument atau sarana 

(alat) pemerintahan memegang peran yang sangat penting dan menentukan, 

bahkan kalau boleh disebutkan sangatlah vital guna melancarkan pelaksanaan 

fungsi dan tugas pemerintahan. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

instrument hukum pemerintahan adalah suatu alat atau sarana tang ada pada 

                                                 
39 Zein Ahmad Yahya, Khairi Mawardi, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Dan 

Peraturan Kepala Daerah”, (Borneo : Syiah Kuala University & Universitas Borneo Tarakan 

2004),  h. 147 
40 Ibid  
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pemerintah dan yang dapat digunakan secara langsung oleh pemerintah dalam 

melaksanakan atau menyekenggarakan berbagai fungsi dan tugasnya
41

. 

Intrumen atau sarana pemerintahan merupakan bagian dari intrumen 

penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam arti luas. Oleh karena itu dalam 

penggunaan instrument atau sarana pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan 

apa yang telah ditetapkan atau di gariskan dalam penyelanggaraan pemerintahan 

Negara, seperti instrument hukum khususnya instrument peraturan perundang-

undangan yang harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar 

instrument peraturan yang digunakan tidak bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi tingkatanya. Hal ini sejalan pula dengan asas peraturan perundang-

undangan, yakni asas hirarki (lex imperior derogate lex superior) yang mana 

peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. 

Istilah perundang-undangan secara harfiah dapat diartikan peraturan yang 

berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang 

sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun 

delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan 

perundang-undangan, maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di 

negara kita ialah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah daripadanya seperti : Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres) 

yang berisi peraturan, Keputusan Menteri (Kepmen) yang berisi peraturan, dan 

Keputusan-keputusan lain yang berisi peraturan. 

                                                 
41 Ibid , h.149. 
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Peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komperhensif 

b. Peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia diciptakan untuk 

menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas 

bentuk konkritnya. 

c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya. 

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Tugas pemerintah tidak 

hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh 

lembaga legislatif. Dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan 

sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi 

kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-

batas yang diperkenankan oleh hukum. Bersamaan dengan kewenangan untuk 

campur tangan tersebut, pemerintah juga diberi kewenangan untuk membuat dan 

menggunakan peraturan perundang-undangan
42

.  

 

E. Tindakan Sosial Max Waber  

Asumsi dasar dari teori Max Waber ialah bahwa tindakan merupakan hasil 

campur tangan pemikiran dari adanya stimulus dan respon. Tindakan dikatakan 

terjadi apabila individu-individu melibatkan makna-makna subjektif dalam 

tindakan mereka. Weber menyatakan bahwa tindakan didalam arti orientasi 

perilaku yang dapat dipahami secara subjektif, hanya ada sebagai perilaku 

seseorang atau lebih manusia. Weber memenadang bahwa manusia adalah 

                                                 
42I Yoman Gede Remaja , Hukum Adminitrasi Negara , (Singa Raja 2017 ), h.54. 
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makhluk yang unik, sehingga teorinya  interpretative understanding verstehen 

yang berusaha masuk kedalam arti dan motif dari tindakan seseorang.
43

 

Selain itu Weber berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya 

sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir 

dan perilaku orang lain. Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial 

yang memiliki arti-arti subjektif dalam kehidupan masyarakat tersebut kedalam 

empat tipe ideal, yakni : 

a. Tindakan Rasional Instrumental. 

b. Tindakan ini merupakan tindakan yang berdasarkan pada pertimbanagn 

sadar (rasional). Tindakan ini cenderung berhubungan denagan 

ekoNomormi dan materi (efesiensi dan efektifitas) 

c. Tindakan Rasional Nilai 

d. Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai 

prilaku-prilaku etis, estetis, religious atau bentuk prilaku lain, yang 

terlepas dari prospek keberhasilannya. 

e. Tindakan efektif 

f. Tindakan sosial yang didasarkan atas perasaan atau emosi. Tindakan ini 

dapat timbul karena adanya dorongan atau motivasi yang sifatnya 

emosional tanpa mempertimbangkan rasionalitas. 

g. Tindakan tradisional  

h. Tindakan sosial yang berorientasi pada tradisi-tradisi masa lampau. 

Tradisi dalam pengertian ini adalah suatu kebiasaan bertindak dan lazim 

dilakukan. Tindakan semacam ini selalu berlandaskan pada hukum-

hukum Nomorrmative yang telah ditetapkan secara tegas oleh 

masyarakat. 

 

Tindakan pemintaan sumbangan merupakan tindakan sosial karena sesuai 

dengan pimikiran Weber bahwa tindakan ini mempunyai makna bagi dirinya 

sendiri (pelaku peminta sumbangan) dan diarahkan kepada orang lain. Jadi 

individu dapat dikatakan melakukan sosial action apabila melakukan suatu hal 

yang mempunyai tujuan dan bermakna bagi dirinya dan orang lain
44

.  

                                                 
43Ritzer.G, ” Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern” (Yokyakarta : Pustaka Belajar 2012), h. 7 
44Ibid. 
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F. Satuan Polisi Pamong Praja  

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja didirikan di 

Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi 

sebagian ketugasan pemerintah daerah.Sebenarnya ketugasan ini telah 

dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi 

Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi 

yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di 

Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.Pada tanggal 

10 Nomorvember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong 

Praja
45

. 

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 

1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 

3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 

diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi 

Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer 

/Angkatan Perang.Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya 

untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU 

Nomor 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi 

menjadi Kesatuan Pagar Praja.  

                                                 
45https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja. Diakses pada 

Senin, 15 Agustus 2022, pukul 19.33 WIB 
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Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 

5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada Pasal 86 ayat  

(1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas 

dekonsentrasi. Saat ini Uundang-undang Nomor 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi, 

digantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi 

Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok 

menegakkan PERDA, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan 

penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan 

struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman 

Nomormenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5094) serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah 

satu tupoksinya
46

.  

Fungsi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan 

                                                 
46https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja. Diakses pada 

Senin, 15 Agustus 2022, pukul 19.33 WIB 
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bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan 

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrama nmasyarakat 

serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda 

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi, Kabupaten,  

Kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara 

lisan atau secara tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan 

Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda 

berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah berlaku 

setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Perda disampaikan kepada 

Pemerintahan Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
47

. 

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. 

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Kepala Daerah menetapka Peraturan 

Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah 

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk membantu Kepala 

Daerah dalam melakukan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah akan berjalan lancar apabila komponen-

                                                 
47Ni Ketut Sari Adnyani,  Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian 

Pengelolaan Potensi Lokal, (Depok: Raja Grafindo, 2011), hlm 111 
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komponen yang sudah diprogramkan dalam Perda dilaksanakan dengan baik, dan 

juga ditunjang dengan kondusifnya situasi dan kondisi suatu daerah dilihat dari 

sisi ketentraman dan ketertiban umum yang dapat menunjang terealisasinya 

sektor-sektor produktif daerah dalam menunjang pembangunan daerah yang 

bersangkutan. Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. 

Untuk mendukung terlaksananya program daerah, baik dilingkup Daerah Provinsi 

maupun Daerah Kabupaten/Kota menempatka Satuan Polisi Pamong Paraja 

dengan konsekuensi tugas yang dijamin secara yuridis
48

. 

Dalam penyelenggaraan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah
49

 : 

1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah. 

3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan 

ketentraman masyarakat di daerah. 

4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah. 

5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya  

6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah  

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah 

 

 

                                                 
48 Ibid, hlm 112 
49https://satpolpp.kamparkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong -praja-

kabupaten-kampar/. Diakses pada Senin, 15 Agustus 2022, pukul 20.53 WIB 
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G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian 

padapenelitian penulis. Untuk menghindari duplikat dari hasil karya peneliti lain, 

maka perlu dipertegas perbedaan antara masing-masing hasil penelitian yang 

penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dari Roisatul Magfirah mahasiswi dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2021, dengan judul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna 

Jalan Roda Empat Atau Lebih Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan 

WringinaNomorm Kabupaten Gresik”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah Dalam praktik penarikan terdapat ujrah yang menurut hukum 

Islam rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan fikih. 

Sedangkan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan 

menggunakan akad wakālah bil ujrah yang dalam praktiknya wakil tidak 

memenuhi ketentuan yang diberikan oleh muwakkil sehingga wakil 

dikatakan tidak amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan 

menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum
50

. 

                                                 
50 Roisatul Magfirah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan 

Bagi Pengguna Jalan Roda Empat Atau Lebih Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan 

WringinaNomorm Kabupaten Gresik”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. 
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2. Penelitian dari Luthfiana Putri Aisyah mahasiswi dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun 2018 dengan judul “Akses 

Jalan Rusak Sebagai Ajang Pungutan Liar di Jalan Raya Lintas Pantai 

Timur Sumatera, Kabupaten Lampung Timur”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembuatan 

kebijakan yangmana hal ini memerlukan partisipasi dari masyarakat 

karena kebijakan yang dibuat nantinya akan digunakan untuk 

kepentingan umum Selain itu, pungutan liar ini juga dilakukan karena 

kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

Berbagai modus dan cara dilakukan oleh para oknum pungli tersebut 

hingga pada puncak keekstrimannya akan menimbulkan tindak 

kriminalitas yang bisa mengancam nyawa pengguna jalan. Tindak lanjut 

pemerintah mengenai rusaknya akses jalan di jalan raya lintas timur 

pantai sumatera ini tidak sepenuhnya direalisasikan
51

. 

3. Fenomena peminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalanan 

sangat mudah ditemui di berbagai kota besar yang menarik untuk diteliti. 

Penelitian ini difokuskan pada peminta sumbangan di jalanan Desa 

Lombang Dajah dalam memahami tindakannya terhadap pengumpulan 

dana pembangunan masjid. Di desa tersebut, banyak peminta sumbangan 

yang berdiri di pinggir jalan dengan mentasnamakan masjid serta 

menggunakan konsep-konsep shodaqah yang terbagi kedalam beberapa 

kelompok. Tindakan para peminta sumbangan ini kemudian menjadi 

                                                 
51 Luthfiana Putri Aisyah, “Akses Jalan Rusak Sebagai Ajang Pungutan Liar di Jalan 

Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kabupaten Lampung Timur”. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 2018 
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sebuah tindakan yang memiliki orientasi tindakan tertentu. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 5 informan subjek (peminta 

sumbangan), 1 informan Nomorn-subjek (pengurus perijinan), dan 1 

informan kunci (koordinator). Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan yang diambil 

menggunakan teknik purposive dan sNomorwball. Adapun analisis 

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan tiga teori, yakni teori 

tindakan sosial Max Weber sebagai teori pendamping utama dan teori 

tindakan sosial Talcott Parsons serta Pilihan Rasional James S. Coleman 

sebagai teori penguat dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan meminta sumbangan 

di jalanan Desa Lombang Dajah diawali dengan adanya keterbatasan 

pendanaan pembangunan masjid, sehingga muncul inisiatif 

masyarakatnya untuk melakukan penggalangan dana melalui tindakan 

meminta sumbangan di jalanan utama. Adapun kemudian para peminta 

sumbangan memahami tindakannya yang terklasifikasi kedalam orientasi 

tindakan tertentu, diantaranya :  

a. Riwayat munculnya kegiatan meminta sumbangan masjid di jalanan 

merupakan pilihan rasional para peminta sumbangan. Tindakannya ini 

menunjukkan orientasi tindakan rasional instrumental.  
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b. Tindakan sosial peminta sumbangan mencerminkan orientasi tindakan 

ideal sebagaimana yang dijelaskan oleh Weber yakni tindakan rasional 

instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.  

c. Penggunaan konsep shodaqah dalam kegiatan meminta sumbangan 

merupakan suatu bentuk pembungkusan aktifitas sosial atasnama 

agama yang dalam artian menunjukkan adanya tindakan rasional nilai 

pelakunya. Temuan tersebut kemudian mewujudkan proposisi bahwa 

para peminta sumbangan dalam memahami tindakannya tersebut 

tergolong kedalam bentuk orientasi tindakan yang berbeda-beda satu 

diantara yang lain, baik itu sebagai tindakan rasional instrumental, 

rasional nilai, afektif, maupun tradisional
52

. 

4. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman ber 

alcohol (tuak) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di 

Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung, Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum mengingat pengawasan terhadap pengedaran minuman 

beralcohol (tuak) masih belum optimal dan peraturan daerah sebagai 

pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralcohol (tuak) 

tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan maslah dalam 

pnelitian ini yaitu bagaimana pengawasan terhadap pengedaran minuman 

beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di 

                                                 
52 Sari Kurnia Putri, “Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalan Desa Lombang Dajah 

Kecamatan Blega Kebupaten Bangkalan” Universitas Airlangga  
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kecamatan tapung dan factor penghambat pengawasan terhadap 

pengedaran minuman beralkohol (tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan 

ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. 

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah satuan polisi pamong 

praja kecamatan tapung, kepala desa sari galuh dan pancuran gading, 

oknum penjual minuman beralkohol (tuak) dan masyarakat di desa sari 

galu dan pancuran gading. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman 

beralkohol (tuak) yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang tercantum dalam 

Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi bupati berwenang untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara ketentraman dan 

ketertiban umum, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dengan demikian satuan polisi pamong praja jarang sekali turun 

kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengedaran minuman 

beralkohol (tuak) sehingga masih maraknya beredar barang tersebut di 

tengan masyarakat, adapun factor penghambat Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam melakukan sidak kelapangan yaitu tidak adanya laporan dari 

masyarakat, keterbatasan personil, serta transportasi dalam melakukan 

kegiatan tersebut
53

. 

                                                 
53Hardi Harfandi, Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) 
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Penelitian yang sedang penulis teliti merupakan penelitian hukum sosiologis 

yaitu penelitian lapangan atau observasi lapangan. Sumber data penelitian yang di 

perlukan adalah memberikan data sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder maka dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel dengan tehnik penelitian ini merupakan yang di analisis secara 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil satu lokasi 

yakni di Kecamatan Tapung , dengan rumusan masalah bagaimana bagaimana 

pengawasan terhadap tindakan Meminta Sumbangan Dijalan Raya Oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta apa faktor 

penghambat pengawasanhukum terhadap tindakan Meminta Sumbangan Dijalan 

Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
Dikecamatan Tapung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Ktentraman Dan Ketertiban Umum, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 

2021 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan. 

Jadi metode merupakan Jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek 

sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 

permasalahan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan 

dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, eksperimental maupun Nomorn-eksperimental.
54

 

 

B. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana 

efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu 

individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran 

suatu gejala lain  dalam masyarakat
55

. Sedangkan pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Empiris, yaitu 

penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal 

penerapannya diruang lingkup masyarakat. 

 

                                                 
54Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h.1. 
55Joenedi Effendi, ,Metodelogi Peneltian Sosiologis (Jakarta: Prenada Media Group,2019) 

h.7. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam 

rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dan Masyarakat 

Kecamatan Tapung. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. 

Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan 

data yang lebih terarah. . Adapun objek dalam penulisan ini ialah pengawasan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan terhadap pengawasan Satuan Polisi 

Pamong Praja
56

 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Popuulasi dapat berupa 

himpunan orang. Benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau 

tempat dengan ciri dan sifat yang sama.  

Sampel adalah himpunan bagian  atau sebagian dari populasi yang ada. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pemilihan 

sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

                                                 
56 Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum ( Jakarta :UI Press, 2009) h.114. 
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sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.  

Sampel dalam penelitian ini adalah kabid trantibum satuan polisi pamong 

praja kabupaten Kampar, kasi trantibum kecamatan tapung, oknum masyarakat 

peminta sumbangan, serta pengguna jalan. 

Tabel 1.1 

Populasi dan sampel 

Nomor Informan Populasi Sampel Persentase 

1. KABID TRANTIBUM Satpol 

PP 

1 1 100% 

2. Kepala Seksi TRANTIBUM 

Kecamatan Tapung 

1 1 100% 

3. Oknum Masyarakat Peminta 

Sumbangan 

5 1 20% 

4. Pengguna Jalan 10 3 30% 

Jumlah 17 6  

 

F. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber 

data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, 

meliputi:
57

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Pengumpulan data 

primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung 

kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat 

                                                 
57 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.112 
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lokasi penelitian. Data ini peneliti peroleh langsung dari lapangan sebagai 

objek penulisan dalam penelitian, dengan metode wawancara yang di 

tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data. 

2. Data Sekunder  

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 

langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan pada data 

sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

serta bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan, dan putusan hakim. Berikut bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini : 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal (3) 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan sumbangan Pasal (5) 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
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b. Bahan hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang 

memberikan pengetahun atau menjelaskan lebih mengenai bahan aturan 

primer, diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan 

lainnya yang dapat di peroleh melalui media cetak atau online.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang 

menyempurnakan bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya 

kamus bahasa dan kamus hukum, dari penelitian ini juga digunakan 

hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum
58

. 

 

G. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan 

metode-metode sebagai berikut:  

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke 

lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek 

penelitian. 

2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau 

responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali 

informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti 

                                                 
58 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2009),h. 112 
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untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk 

sumber data primer dalam penelitian sosiologis. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti 

penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi 

data dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 

oleh orang lain.   

 

H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
59

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarta: Balai Pustaka,2010) h.77. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan terhadap peminta 

sumbangan dijalan raya untuk perbaikan jalan di kecamatan tapung oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 

Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang 

melakukan kegiatan meminta sumbangan dijalan raya di Kecamatan 

Tapung, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 17 huruf (d) oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan 

mekanisme Standar Operasional (SOP) dalam melakukan kegiatan 

pengawasan serta penertiban kegiatan yang berpotensi mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum yang mana dalam hal ini kegiatan 

oknum masyarakat pengumpul sumbangan ilegal dijalan raya yaitu 

dengan : 

a. Menerangkan tujuan kedatangan. 

b. Menyampaikan kepada yang bersangkutan telah melkukan 

pelanggaran. 

c. Menegur masyarakat dengan tegas terkait pelanggaran yang 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. 

d. Melakukan tindakan penertiban atas masyarakat yang 

mengulang tindakan tersebut. 
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2. Di balik terhambatnya dalam melakukan kegitan pengawasan yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa factor 

penghambat kegiatan pengawasan tersebut di antaranya : 

a. Kurangnya personil yang dimiliki satuan polisi pamong praja di 

kecamatan, sehingga tiadak dapat menjangkau keseluruhan 

kecamatan tapung yang tergolong luas. 

b. Kurangnya unit transportasi yang ada, yang mengakibatkan 

sulitnya melakukan kegiatan langsung di lapangan, sehingga 

mengakibatkan terhampatnya kegiatan pengawasan. 

c. Kurangnya anggaran, dengan minimnya anggararan tentu 

menghambat kegiatan pengawasan, karena untuk turun ke 

lapangan tentu membutuhkan biaya operasional, agar kegiatan 

tersebut terlaksana. 

B.  Saran   

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah Kecamatan Tapung sepaya lebih mengoptimalkan 

hearing dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan 

meminta sumbangan dijalan raya karena tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum agar tidak ada di temui lagi masyarakat yang 

melakukan kegiatan meminta sumbangan untuk perbaikan jalan karena 
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mengganggu kenyamana dan keselamatan pengguna jalan serta oknum 

masyarakat itu sendiri. 

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Di Kecamatan 

Tapung untuk lebih mengoptimalkan anggota yang ada, serta 

mengajukan rekomendasi penambahan anggaran, anggota serta 

kendaraan operasional agar mempermudah melakukan kegiatan operasi 

serta penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum khusunya kegiatan masyarakat yang meminta 

sumbangan di jalan raya. 

3. Bagi pemerintah Kabupaten, agar segera melakukan pemeliharaan dan 

perbaikan jalan di kabupaten Kampar khusunya kecamatan tapung yang 

akses jalannya rusak parah, sehingga tidak ada lagi oknum masyarakat 

yang menjadikan keadaan tersebut untuk meminta-minta dijalan raya 

dengan motif untuk memperbaiki akses jalan yang rusak. 

4. Bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pengumpulan 

sumbangan dijalan raya dengan motif memperbaiki akses jalan tersebut, 

karena Negara kita adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia “Indonesia adalah 

Negara hukum” maka seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan 

harus sesuia dengan hukum yang berlaku, yang mana kegiatan meminta 

sumbangan dijalan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
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Ketertiban Umum, serta dapat menggangu kenyamana pengguna jalan 

dan juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta oknum 

masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut. 

Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam melakukan pembangunan 

dengan tidak melannggar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai 

wadah organisasi yang menampung, memproses mengelola dan 

melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama 

pada bagian yang sering tidak terjangkau oleh pemerintah. 
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